
SALINAN

BUPATI MAGETAN

PROVINSI」AWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK

PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MAGETAN,

bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Magetan, maka Pemerintah Kabupaten Magetan perlu

melaksanakan penambahan penyertaan modal dan

sekaligus untuk pemenuhan modal disetor ke dalam

modal Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah Magetan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 1O Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.

b

Mengingat : l. Pasal 18 ayat (6)

Indonesia Tahun

Undang-Undang

Pembentukan

Undang-Undang Dasar Negara Republik

1,945;

Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
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Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor 31, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 34721 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 182, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang kmbaga

Penjamin Simpanan (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Perubalran Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO4

tentang kmbaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 8, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4963);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan kmbaran Negara

Repubtik Indonesia Nomor 4867);
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan lcmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahal kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5253);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan l.embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24' Tambahan

kmbaran Negara Republik Nomor 5657);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (I-mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik

Pemerintah Daerah;
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 9;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun

2008 tentang Penyertaan Moda1 Pemerintah Kabupaten

Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2008 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun

2Ol2 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012

Nomor 7, Tambahan lrmbaran Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 18);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun

2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O13 Nomor 1,

Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor

3s);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun

2015 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 43);

Dengan Persetu」 uan Bersaxna

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAttN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 10

TAHUN   2008   TENTANG   ttNYERTAAN   MODAL

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN PADA PERSEROAN

TERBATAS  BANK  PEMBIAYAAN  RAKYAT  SYARIAH

MAGETAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor lO Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas

Bank Pembiayaan Ralryat Syariah Magetan (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 10) diubah

sebagai berikut:

a. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah; dan

b. Pasal 3 ayat (3) dihapus;

sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada

PT BPR Syariah sampai dengal tahun anggaran 2019

sebesar Rp. 14.250.000.000,00 (empat belas milyar dua

ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan kekayaan

daerah yang dipisahkan.

Penyertaan modal pada PT BPR Syariah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai

berikut:

a. tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 90O.000.000,00

(sembilan ratus juta rupiah);

b.tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 516.315.600,00

(lima ratus enam belas juta tiga ratus lima belas ribu

enam ratus rupiah);

c. tahun anggaran 2O12 sebesar Rp. 923.684.400,00

(sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus

delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

d.tahun anggaran 2O13 sebesar Rp. f.000.0O0.000,00

(satu milyar rupiah);

(2)



e. tahun anggarzrn 2015 sebesar Rp. 2.67O.O00.000,00 (dua

milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
f. tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga

milyar rupiah);
g. tahun zrnggaran 2017 sebesar Rp. 2.24O.000.000,00 (dua

milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);

h. tahun anggaran 2O18 sebesar Rp. 1.500.OO0.0OO,O0 (satu

milyar lima ratus juta rupiah);

i. tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.500.000.O00,00 (satu

milyar lima ratus juta rupiah);
(3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya

dalam kmbaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tangga1 25 Februan 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan

pada tangga1 7 Mei 2015

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR

dengan aslinya
HUKUM,

Tingkat I
1995032002NIP l

NOREG PERATURAN DAERAH
TIMUR:055-2/2015

KABUPATEN
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 2 TAHUN2Ol5

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR

10 TAHUN 2OO8 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

KABUPATEN MAGETAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN

RAKYAT SYARIAH MAGETAN

I. UMUM

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada PT BPR

Syariah Magetan merupakan bagran dari strategi pengembangan

investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat di bidang keuangan, peningkatan dan

pengembangan dunia usaha serta peningkatan pertumbuhan ekonomi

daerah. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magetan

pada PT BPR Syariah Magetan ini juga dalam rangka memenuhi

kebutuhan modal disetor dan modal dasar yang besarannya telah

ditingkatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

CukupjeLas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 44
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